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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, kesimpulan yang dapat 

diambil bahwa penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Sleman 

untuk permukiman tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 karena penggunaan sempadan 

Sungai Code di wilayah Sleman untuk permukiman tidak sesuai dengan 

tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman pada Pasal 2 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 dan rumah yang berada 

di sempadan sungai mengganggu fungsi serta kelestarian sungai. 

Pembangunan permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Sleman 

diizinkan pada daerah dengan zonasi untuk permukiman yang telah 

memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 yaitu lebar sempadan sungai 

paling sedikit 10 meter. 

2. Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap 

permukiman di sempadan Sungai Code di wilayah Kabupaten Sleman, 

antara lain: 

a. Program penataan kawasan permukiman di sempadan Sungai 

Code yaitu dengan konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali 
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(M3K) dalam bahasa Jawa yang memiliki arti dalam Bahasa 

Indonesia Mundur, Naik, Menghadap Kali. Program penataan 

kawasan permukiman di sempadan Sungai Code yaitu dengan 

konsep Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K) dalam bahasa 

Jawa yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia Mundur, Naik, 

Menghadap Kali. 

b. Rumah yang sudah didirikan sebelum dibentuknya Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai diberi status quo. 

c. Membuat Rumah Susun Hak Sewa (RUSUNAWA) untuk 

warga yang tinggal di sempadan Sungai Code.  

d. Memfasilitasi komunitas peduli sungai Code yang membantu 

mengedukasi kepada masyarakat yang berada di sempadan 

sungai mengenai kebersihan sungai, bagaimana cara menjaga 

sungai serta membantu mengedukasi mengenai Program M3K. 

B. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

yang tinggal di sempadan Sungai Code mengenai Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 agar masyarakat yang 

tinggal di sempadan Sungai Code memahami Rencana Tata Ruang 

Wilayah di tempat tinggal mereka. 

2. Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

yang tinggal di sempadan Sungai Code mengenai penatan ruang di 

 

 



64 
 

sempadan sungai, rumah dan permukiman yang layak huni dan cara 

menjaga kelestarian sungai. 

  

 

 



65 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 Buku : 

Adi Sudirman, 2014, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga 

Terkini, DIVA Pres, Jogjakarta. 

 

Asep Warlan Yusuf, 1997, Pranata Pembangunan. Bandung, Universitas 

Parahiayang. 

 

Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, cetakan 

kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 

 

 K. Wantjik Saleh, 1985, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

 

Kuswartojo, Tjuk dan Suparti Amir Salim. 1997, Perumahan dan Permukiman 

yang Berwawasan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen dan Kebudayaan, Jakarta. 

 

Lexy J. Moleong, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya 

Bandung. 

 

Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, Aspek Kebijaksanaan Hukum 

Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Muhammad Akib, dkk. 2013. Hukum Penataan Ruang, PKKPU, Bandar 

Lampung. 

 

Ridwan HR., 2006, Hukum Administrasi Negara. Jakarta, RadjaGrafindo 

Persada. 

 

Sunggono Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta.  

 

Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas 

Indonesia Pers, Jakarta.  

 

Jurnal: 

Deasy Widyastomo, 2011, “Perubahan Pola Permukiman Tradisional Suku 

Sentani di Pesisir Danau Sentani”, Jurnal Permukiman, Vol. 6, Pusat 

Litbang Permukiman. 

 

Fathona Fajri Junaidi, 2014, “Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai 

Musi (Ruas Jembatan Ampera Sampai Dengan Pulau Kemaro)”, Jurnal 

Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol. 2, Universitas Sriwijaya. 

 

  

 

 



66 
 

Prosiding: 

R.Muh. Amin Sunarhadi, dkk., 2015, “Seminar Nasional Konservasi & 

Pemanfaatan Sumber Daya Alam”, Prosiding, Universitas Sebelas 

Maret. 

 

Skripsi: 

Khatrin, 2016, Hukum Sempadan Sungai Code Dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Yogyakarta, FH UGM. 

  

 Nita Prawita, 2012, Penggunaan Tanah Untuk Rumah Tinggal Di Sempadan 

Sungai Code Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Fungsi Ruang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, FH UAJY. 

 

Sulthan Shalahuddin Nur, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di 

Bantaran Sungai Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Bantaran 

Sungai Di Jl. Joyo Tambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang), Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim. 

 

Peraturan Perundang – undangan: 

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  

 

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – 

Pokok Agraria 

 

Undang – Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang  

 

Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 

 

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

 

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai 

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan 

Sungai Dan Garis Sempadan Danau 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 

 

Internet: 

Slim.slemankab.go.id diakses pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 pukul 17.00 

 

 

 



67 
 

 
 

Lampiran I Peta Sungai Code di Wilayah Sleman  

 

 



68 
 

Lam

 

 



69 
 

piran II Peta Kawasan Budidaya di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati 

Sumber : Slim.slemankab.go.id  

 

Lampiran III Tanda Terima Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak  

 

 



70 
 

 
Lampiran IV Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang Kabupaten Sleman 

 

 



71 
 

 

Lampiran IV Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Balai Besar 

Wilayah Sungai Serayu Opak  

 

 


